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ABSTRAK 

Salah satu permasalahan persaingan usaha yang paling sering dihadapi oleh KPPU 
adalah permasalahan dugaan persekongkolan tender. Salah satu kasus persekongkolan 
tender yang ditangani oleh KPPU adalah mengenai paket tender pekerjaan Pengadaan 
Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012,yang mana lingkup pekerjaannya adalah 
pengadaan sarana TIK dan pengadaan media pembelajaran interaktif. Sehubungan 
dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian perkara 
persekongkolan tender oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan Perkara 
No.16/KPPU-L/2014 dan bagaimana pertimbangan hakim Majelis KPPU dalam Putusan 
KPPU No. 16/KPPU-L/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, 
sedangkan data utama yang dijadikan bahan acuan adalah bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak KPPU yaitu dengan 
Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Humas. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan maka diketahui bahwa penyelesaian perkara perkara persekongkolan tender 
No.16/KPPU-L/2014 terkait dengan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan ini 
telah sesuai dengan berdasarkan kepada tata cara penanganan perkara di bidang 
persaingan usaha yang diatur dalam Bab VII tentang tata cara penanganan perkara mulai 
dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan 
tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 
2010 Tentanga Tata Cara Penanganan Perkara sebagai amanat dari Pasal 38 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 22  
perkara No.16/KPPU-L/2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dasar 
pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 sudah 
tepat, sebab Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan kepada 
peraturan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga 
sesuai dengan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22.     
 




